[image: D:\1.PERPUSTAKAAN\Afdhal File Input\ISBN\Buk Rifa Plagiarism\0001.jpg]
[image: D:\1.PERPUSTAKAAN\Afdhal File Input\ISBN\Buk Rifa Plagiarism\0002.jpg]
(class of care) adalah identik/tidak ada disparitas untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh jaringan. target-Empat tercapai jika kuantitas dan distribusi pusat perawatan kesehatan (yang mencakup kekuatan dan sistem) cukup untuk mengatakan bahwa setiap penduduk telah memenuhi keinginan ilmiahnya. evaluasi keberhasilan target di  Riau diperlukan untuk menjadi ide pembuatan dan penyempurnaan aturan kesehatan, khususnya jaminan kesehatan kesehatan nasional.
Target yang harus dicapai dalam penilaian asuransi kesehatan medis di seluruh negeri pada topik ekuitas adalah:
1. . Apakah tujuan Dua, Tiga, dan Empat dalam Roadmap DuaNolSatuDua – DuaNolSatuSembilan lebih dekat dengan jaminan kesehatan nasional yang dilakukan di  Riau?
2. . meneliti apakah sebaran aset kesehatan antar kabupaten/kota di  Riau sudah lewat?
3. . mempelajari keadilan hak masuk pelayanan kesehatan antar segmen kepesertaan program jaminan kesehatan nasional di  Riau?
teknik
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sehingga penelitian ini mengguakan studikasus yg tujuannya untuk memahami objek yang untk di teliti. Fakta sekunder berasal dari Dashboard mesin kesehatan dari penyakit dari Institute for Health Metrics and Assessment , fakta pusat kesehatan dan SDM dari Kementerian Kesehatan, konsekuensi survei kesehatan dari Kementerian Kesehatan, fakta pola dari tahun DuaNolSatuLima -DuaNolSatuEnam BPJS Kesehatan Seluruh Indonesia. kesehatan, data kemampuan fiskal dari Kementerian Keuangan di samping catatan unik lainnya.
Hasil Evaluasi JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
1. [bookmark: _TOC_250005]Temuan  Dua: Semua penduduk Indonesia mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Hasil sasaran Dua belum tercapai di tahun Dua Nol Satu Sembilan (2019).
Tabel Satu. Segmen Kepesertaan Di  Riau Tahun Dua Nol Satu Sembilan (2019)

	Segmen
	Jumlah
	%

	PBI APBN
	Satu.EmpatDelapanNol.DuaTigaDelapan
	TigaTiga,Lima%

	PBI APBD
	EnamEmpatSatu.EmpatNolTujuh
	SatuEmpat,Lima%

	PPU
	Satu.TigaSembilanDelapan.EnamTujuhTujuh
	TigaSatu,Enam%

	BP
	EnamNol.EmpatNolTujuh
	Satu,Empat%

	PBPU
	DelapanEmpatTiga.LimaEmpatEnam
	SatuSembilan,Satu%

	Total 
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
	Empat.EmpatDuaEmpat.DuaTujuhLima
	SatuNolNol%

	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
	Empat.EmpatDuaEmpat.DuaTujuhLima
	EnamTiga,Lima%

	Bukan JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
	Dua.LimaEmpatTujuh.EmpatTujuhNol
	TigaEnam.Lima%

	Populasi Tahun Dua Nol Satu Sembilan
	Enam.SembilanTujuhSatu.TujuhEmpatLima
	SatuNolNol%


Sumber: BPJS Kesehatan diolah DJSN, Dua Nol Satu Sembilan (2019
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Gambar 2. Total Biaya Kardiovaskular System Group di Provinsi Tahun 2016

Gambar 2 menjelaskan bahwa biaya untuk penyakit kardiovaskular di Provinsi Riau
paling banyak dialokasikan pada segmen peserta PPU sebesar 47,21% (Rp. 515.402.400,-)
dan PBPU sebanyak 32,89% (Rp. 359.024.000,-) dari seluruh segmen kepesertaan JKN (Rp.
1.091.646.800,-) (DaSK FKKMK UGM, 2020a). Perhitungan biaya klaim tahun 2016 gambar 2
di atas menggambarkan bahwa dari total klaim yang banyak memanfaatkan pelayanan
jantung di FKTL yaitu segmen PBPU dan PPU. Segmen PBI APBN dan PBI APBD sengat kecil
dalam jumlah klaim di FKTL. Biaya klaim ini memperkuat bahwa pemanfaatan pelayanan
jantung di FKTL didominasi oleh kelompok segmen PPU dan PBPU.

Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015 — 2016 di olah dalam DaSK

Gambar 3. Peta Migrasi Rujukan Keluar Perpindahan Peserta untuk Mengakses Layanan
Rujukan Jantung di Luar Provinsi Riau

Peta migrasi keluar atau rujukan keluar dari Provinsi Riau pada gambar 3 di atas
menjelaskan bahwa peserta yang banyak memanfaatkan pelayanan jantung di luar Provinsi
Riau yaitu banyak dari segmen PPU dan PBPU (DaSK FKKMK UGM, 2020b). Pemanfaatan
layanan jantung di luar Provinsi Riau terjadi kemungkinan karena pertama, terjadi rujukan di
fasilitas Kesehatan di luar Provinsi Riau dan yang kedua adalah peserta merupakan
penduduk Provinsi Riau yang bekerja di luar Provinsi Riau, sehingga memanfaatkan pelayan
jantung di fasilitas Kesehatan setempat. Namun demikian, hal tersebut memperjelas bahwa
yang mendapat peluang terbanyak pemanfaatan fasilitas pelayanan jantung di luar Provinsi
Riau adalah segmen PPU dan segmen PBPU.

Keterbatasan Pelayanan Jantung masih terjadi?

Pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang masih belum optimal di
Provinsi Riau menyebabkan akses pelayanan Kesehatan khususnya untuk pelayanan jantung
masih terbatas. Untuk penanganan pelayanan jantung dengan severity level tinggi hanya
bisa dilakukan di ibukota Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru. Hal ini terjadi karena Kota
Pekanbaru sudah menyediakan pelayanan cath lab untuk katerisasi jantung. Ketersediaan
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pelayanan jantung dengan rujukan masih dimanfaatkan banyak oleh segmen kepesertaan
PPU dan PBPU.

3. Temuan sasaran 4: Jumlah dan sebaran fasilitas pelayanan kesehatan
(termasuk tenaga dan alat-alat) sudah memadai untuk menjamin seluruh
penduduk memenuhi kebutuhan medis mereka. Hasil temuan sasaran 4
belum tercapai di tahun 2019.

Pembangunan kesehatan di Provinsi Riau terus digalakkan meskipun ketersediaan
fasilitas Kesehatan berserta saran dan prasarana pendukung belum semuanya terpenuhi.
Khususnya bagi pelayanan jantung, cath lab dan dokter spesialis jantung sangat diperlukan
untuk mempermudah akses pelayanan bagi peserta JKN. Berikut ini gambaran ketersediaan
rumah sakit, cath lab, dokter umum, dan dokter spesialis jantung di Provinsi Riau.

Tabel 6. Ketersediaan Rumah Sakit di Provinsi Riau Tahun 2019

Bengkalis 7 0 58 115 2 573.000
Kuantan Singingi 2 0 19 65 0 327.320
Indragiri Hilir 4 0 0 148 0 740.600
Indragiri Hulu 3 0 56 88 0 441.790
Pelalawan 4 0 36 97 0 483.620
Siak 2 0 23 98 0 490.000
Kampar 6 0 41 174 1 871.120
Rokan Hulu 5 0 43 138 1 692.120
Rokan Hilir 6 0 29 143 0 714.500
KMe:r‘;':;a" 1 0 13 37 0 185.520
Kota Pekanbaru 31 1 390 229 25 1.143.360
Kota Dumai 3 0 38 62 0 308.810

Jumlah 74 1 746 1.394 29 6.971.760

Sumber: PKMK, 2019 diolah dalam DaSK

Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan untuk dokter umum dan dokter spesialis
jantung di Provinsi Riau pada tabel 6 di atas menggambarkan ketersediaan dan
distribusinya. Standar ketersediaan dokter umum dibanding 5.000 penduduk di Provinsi
Riau belum tercapai (Kementerian Kesehatan RI, 2020c). Ketersediaan dokter umum ini
menggambarkan bahwa pelayanan dasar untuk semua penduduk Provinsi Riau belum
terlaksana dengan optimal. Terdapat satu kota dari 12 kabupaten/ kota di Provinsi Riau yang
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sudah terpenuhi ketersediaan dokter umumnya dan berlebih. Jika dilihat lebih dalam pada
ketersediaan dokter spesialis Jantung, maka dapat disimpulkan ketersediaan dokter spesialis
jantung juga kurang memadai, bukan karena jumlahnya namun distribusinya yang juga tidak
merata.

Mengapa belum memadai dan merata?

Pembangunan kesehatan di Provinsi Riau masih belum merata terutama untuk
ketersediaan dokter umum dan dokter spesialis jantung beserta prasarananya. Distribusi
dokter umum yang tidak berhasil dilakukan memerlukan strategi khusus. Insentif daerah
yang tinggi telah dilakukan dan diterapkan namun perlu dukungan kebijakan lain untuk
memperkuat pelaksanaan distribusi dokter umum di Provinsi Riau. Meskipun Provinsi Riau
menjadi salah satu provinsi kaya di Indonesia, tidak menjamin kebijakan distribusi tenaga
Kesehatan berjalan lancar.

Pembahasan

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi dengan indeks kapasitas fiskal tinggi
yaitu 0,956 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Kapasitas fiskal yang tinggi
memberikan kesempatan lebih leluasa bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Riau untuk
mendukung pembangunan kesehatan di daerah. Berikut ini gambaran pertumbuhan rumah

Pertumbuhan Rumah Sakit Tahun 2012 - Jan 2020
%
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mRiau mSumateraBarat mJambi mSumatera Selatan mBengkulu

sakit di Riau dari tahun 2010 sampai dengan Januari tahun 2020.
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020 diolah dalam DaSK.

Gambar 4. Pertumbuhan RS Di Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan
Bengkulu
Pertumbuhan rumah sakit di Provinsi Riau dari sebelum dan pada saat pelaksanaan
JKN tidak banyak bertambah (Kementerian Kesehatan RI, 2020a). Pemetaan kebutuhan
rumah sakit untuk akses pelayanan kesehatan perlu dilakukan oleh dinas kesehatan. Apabila
dibandingkan dengan provinsi lain seperti Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat,
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pertumbuhan rumah sakit di 2 provinsi ini lebih agresif. Kebutuhan pembangunan rumah
sakit harusnya diutamakan pada daerah — daerah yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Di
rumah sakit pemerintah, peningkatan akses ke layanan kesehatan masyarakat miskin adalah
sekitar 97% dibandingkan dengan orang kaya yang hanya sekitar 25%. Sementara di rumah
sakit swasta, akses meningkat untuk kelompok berpenghasilan rendah terjadi sebesar 336%
dibandingkan dengan orang kaya, yang meningkat hanya 20% (Ahmad Nizar Shihab, A.
Armyn Nurdin, Abd. Kadir, Hasbullah Thabrany, 2017).

Namun, perlu dipahami pendirian rumah sakit tidak hanya karena kebutuhan bisnis.
Secara normatif, etika bisnis rumah sakit diperlukan untuk dirumuskan sebagai pedoman
bagi semua profesi yang bekerja di dalamnya. Etika bisnis juga perlu dikembangkan dengan
berbagai kegiatan dan perlu dikaji dalam kaitannya dengan etika profesional (Trisnantoro,
2004). Peran dinas kesehatan dibutuhkan untuk membantu pemerataan fasilitas kesehatan
dan tenaga kesehatan di daerah. Pelayanan primer sangat dibutuhkan untuk menjadi
gatekeeper pelayanan kesehatan dasar. Peningkatan demand masyarakat akibat kebijakan
pembiayaan kesehatan dapat menjadi tidak efektif jika disertai pengembangan supply side
dalam hal jumlah dan pemerataan (Trisnantoro, 2019).

Kesimpulan

Hasil evaluasi Provinsi Riau memperlihatkan bahwa sasaran 2, 3, dan 4 pada Peta
Jalan Menuju JKN Tahun 2012 — 2019 belum tercapai. Ketersediaan fasilitas Kesehatan
seperti rumah sakit sudah merata di semua kabupaten/ kota namun pertumbuhannya tidak
banyak terjadi meskipun indeks kapasitas fiskal Provinsi Riau tinggi. Ketersediaan dokter
umum dan dokter spesialis jantung juga belum merata dan masih belum tercukupi dari
jumlah standar kebutuhan yang diperlukan. Akibatnya pelayanan kesehatan dasar dan
pelayanan jantung yang dibutuhkan masyarakat Provinsi Riau belum optimal terpenuhi.
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Evaluasi Capaian Pemerataan Layanan Kesehatan yang Berkeadilan
di Era JKN di Provinsi Riau
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Abstrak

Latar belakang: Implementasi JKN sejak tahun 2014 perlu dilakukan evaluasi tahun 2019.
Kebijakan JKN telah memberikan dampak positif mengurangi beban keuangan ketika
masyarakat sakit terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Kebijakan nasional ini
dapat dilaksanakan dengan kerja sama semua stakeholder baik itu di sektor kesehatan
maupun sektor lain di luar kesehatan. Capaian sasaran kebijakan JKN dirumuskan melalui
Peta Jalan Menuju JKN Tahun 2012 — 2019. Dalam pelaksanaannya, kebijakan JKN
membutuhkan evaluasi dengan tujuan untuk melihat apakah capaian pemerataan
pelayanan kesehatan telah tercapai khususnya untuk sasaran 2, sasaran 3, dan sasaran 4.
Metode: Evaluasi JKN ini menggunakan metode deskriptif analitik. Pendekatan yang
digunakan dalam evaluasi ini yaitu studi kasus. Data kuantitatif terdiri dari beberapa data
sekunder yang dapat diakses melalui Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK). DaSK berisikan
data penyakit dari IHME, data fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dari Kementerian
Kesehatan, hasil survei kesehatan dari Kementerian Kesehatan, data sampel JKN 2015-2016
dari BPJS Kesehatan, data kapasitas fiskal dari Kementerian Keuangan dan sumber data
lainnya

Hasil: Hasil evaluasi pada sasaran 2 untuk kepesertaan JKN belum terpenuhi 100%. Terdapat
36,5% penduduk Provinsi Riau yang belum masuk menjadi peserta JKN. Capaian sasaran 3
terkait pemerataan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan Jantung menunjukkan
belum berhasil dicapai karena pelayanan Jantung hanya terpusat di ibu kota Provinsi Riau
dengan satu pelayanan cath lab. Capaian sasaran 4 juga belum tercapai karena tidak
ketersediaan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter umum belum sesuai standar dan
jumlah dokter spesialis jantung belum terpenuhi dan merata di semua kabupaten/ kota
Provinsi Riau.

Kesimpulan: Pelayanan kesehatan di Provinsi Riau masih belum merata dan berkeadilan.
Cakupan kepesertaan JKN belum 100% dengan kekurangan tenaga dokter umum dan
dokter spesialis penyakit Jantung, meskipun Provinsi Riau memiliki banyak rumah sakit da
indeks kapasitas fiskal yang tinggi.

Kata Kunci: Provinsi Riau, Jaminan Kesehatan Nasional, Pelayanan Kesehatan
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Latar Belakang

Provinsi Riau terletak pada jalur perdagangan regional dan internasional. Secara
strategis, letak Provinsi Riau sangat strategis. Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit
Barisan sampai dengan selat Malaka. Provinsi Riau secara administratif terbagi dalam 10
kabupaten dan 2 kota. Jumlah populasi 6.971.745 (Badan Pusat Statistik RI, 2020). Provinsi
Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi
oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit, dan perkebunan

serat.
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Gambar 1. Penyebab Kematian di Provinsi Riau

Penyakit penyebab kematian terbanyak di Provinsi Riau semenjak tahun 1990 hingga
2017 mengalami perubahan yang signifikan. Penyakit penyebab kematian di Provinsi Riau
tahun 2017 sebagian besar merupakan penyakit tidak menular antara lain stroke, ischemic
heart disease/IHD, diabetes dan cirrhosis. Penyakit tuberculosis merupakan penyakit
menular yang berada di posisi lima terbanyak sebagai penyebab kematian di Provinsi Riau.
Faktor risiko terbesar yaitu pola makan diikuti dengan kadar glukosa darah, dan hipertensi.
Rokok (10,62%-laki - laki) dan malnutrisi masih menempati 5 peringkat tertinggi faktor risiko
penyebab kematian (The Institute for Health Metrics, 2017)

Namun, tidak dipungkiri pelaksanaan kebijakan JKN-KIS di Provinsi Riau masih
banyak hambatan dan tantangan. Kemajuan pembangunan kesehatan dan pelaksanaan JKN
yang telah berjalan 6 tahun ini membutuhkan evaluasi. Evaluasi ini diharapkan dapat
memberikan gambaran keberhasilan pencapaian pada sasaran — sasaran pada Peta Jalan
menuju JKN Tahun 2012 — 2019. Pada evaluasi ini akan difokuskan pada capaian sasaran-2
yaitu berhasil tercapai apabila sekitar 257,5 juta jiwa mendapat jaminan kesehatan melalui
BPJS Kesehatan, sasaran-3 berhasil tercapai apabila paket manfaat medis dan non medis
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Sumber: BPJS Kesehatan diolah DJSN, 2019

Tabel 1 menjelaskan bahwa cakupan kepesertaan di Provinsi Riau belum mencapai
100% (Dewan Jaminan Sosial Nasional RI, 2020). Data di atas menggambarkan bahwa
sebagian besar kepesertaan JKN disegmen Penerima Bantuan luran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (PBI APBN) sebesar 33,5% dan Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar
31,6%. Total peserta segmen PBI baik PBI APBN maupun PBI APBD (Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah) yaitu sebesar 48%. Hal ini menunjukkan bahwa segmen peserta PBI
lebih besar dari segmen peserta yang lain, meskipun angka kepesertaan JKN hanya 63,5%
dan yang belum masuk menjadi peserta JKN sebesar 36,5%.

Kepesertaan JKN belum 100%

Tantangan yang dihadapi Provinsi Riau adalah data kepesertaan untuk 36,5% yang
belum menjadi peserta JKN. Data tersebut bisa terdiri dari masyarakat miskin dan tidak
mampu dan masyarakat mampu yang masuk dalam kelompok informal atau kelompok
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Validasi data antara berbagai pihak yaitu Dinas
Sosial, Dinas Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik dan Dinas Kesehatan
belum berjalan optimal. Koordinasi sudah dilakukan namun hasil validasi data dari
Kementerian Sosial belum optimal dan belum selesai dilaksanakan. Hal yang perlu
ditindaklanjuti segera adalah Pemerintah Daerah perlu mengetahui data by name by addres
masyarakat yang menjadi peserta JKN dan yang belum menjadi peserta JKN. Peran
Pemerintah Daerah sangat besar dalam upaya validasi data masyarakat agar menjadi
peserta JKN.

2. Temuan sasaran 3: Paket manfaat medis dan non-medis sudah sama, tidak
ada perbedaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Studi kasus Pelayanan Jantung. Hasil capaian sasaran 3 belum
tercapai di tahun 2019.

Tabel 2. Ketersediaan Cath Lab, Dokter Umum, dan Dokter Spesialis Jantung Pelayanan
Jantung di Provinsi Riau

Bengkalis 0 58 2
Kuantan Singingi 0 19 0
Indragiri Hilir 0 0 0
Indragiri Hulu 0 56 0
Pelalawan 0 36 0
Siak 0 23 0
Kampar 0 41 1
Rokan Hulu 0 43 1
Rokan Hilir 0 29 0
Kepulauan Meranti 0 13 0
Kota Pekanbaru 4 390 25
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DOKTER. SPESIALIS
KOTA CATH LAB DOKTER UMUM JANTUNG DAN PEMBULUH
DARAH
Kota Dumai 0 38 0
Jumlah 4 688 27

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020

Tabel 2 di atas menggambarkan bahwa ketersediaan laboratorium katerisasi jantung
di Provinsi Riau sangat terbatas. Data menunjukkan hanya empat rumah sakit yang
menyediakan cath lab antara lain RSUD Arifin Achmad, Eka Hospital, Rumah Sakit Awal Bros,
dan RSI Ibnu Sina (Kementerian Kesehatan RI, 2020b). Hal ini sangat terlihat bahwa untuk
pelayanan jantung masih terpusat pada Kota Pekanbaru. Meskipun dalam hal ketersediaan
dokter spesialis jantung di Provinsi Riau sudah tersedia. Apabila melihat persebaran dokter
spesialis Jantung, pemerataan dokter spesialis ini tidak ada di setiap kabupaten/ kota di
Provinsi Riau. Distribusi dokter spesialis ini menjadi hambatan besar dalam implementasi
pelayanan Jantung sebagai salah satu manfaat peserta JKN.

Tabel 3. Peserta JKN yang Mengakses Layanan Cardiovascular (CVD) Berdasarkan ID

Peserta JKN Tahun 2016

Keterangan Kunjungan FKTP Kunjungan FKTL
Jumlah Peserta 4.054.428
Kunjungan CVD (estimasi populasi) 141.060 9.664
Total Kunjungan (estimasi populasi) 2.255.269 820.188
Rasio CVD per Kunjungan (tertimbang) 6,25% 1,18%
Rasp CVD Per 1.000 Peserta 348 24
(tertimbang)

Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015 — 2016 diolah dalam DaSK

Tabel 3 di atas menggambarkan bahwa total kunjungan pelayanan jantung atau
cardiovascular (CVD) 6,25% dari total kunjungan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) yaitu 2.255.269 orang. Apabila ditelusur lebih lanjut kunjungan pelayanan jantung di
FKTP per 1.000 peserta mencapai 34,8. Angka ini termasuk tinggi untuk total kunjungan
peserta di FKTP. Kunjungan pelayanan jantung di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL)
tahun 2016 tercatat 9.664 peserta dengan rasio 1,18% dari total kunjungan peserta JKN.
Kondisi ini masih mengisyaratkan bahwa meskipun angka kunjungan kecil namun
menggambarkan bahwa penyakit jantung peserta JKN memerlukan tindakan lebih lanjut di
FKTL.

Tabel 4. Kunjungan Peserta JKN untuk Layanan CVD di FKTP per Segmen di Provinsi Riau

Segmen Peserta Persentase Kunjungan
PBI APBN 26%
PBI APBD 4%
PPU 38%
BP 11%
PBPU 21%
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Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015 — 2016 di olah dalam DaSK

Data tabel 4 di atas menggambarkan bahwa kunjungan pelayanan jantung di FKTP
sebagian besar di lakukan oleh PPU (38%), PBI APBN (26%), dan PBPU (21%). Kondisi ini
menggambarkan bahwa FKTP banyak diakses oleh peserta bukan PBI. Penelusuran lebih
lanjut dapat dilakukan untuk mengetahu apakah FKTP di wilayah perkotaan banyak yang
mengakses atau justru FKTP di wilayah pedesaan.

Tabel 5. Kunjungan Peserta JKN untuk layanan CVD di FKTL per Segmen di Provinsi Riau

Segmen Peserta Persentase Kunjungan
PBI APBN 13%
PBI APBD 5%
PPU 36%
BP 20%
PBPU 26%
Total 100%

Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015 — 2016 di olah dalam DaSK

Data tabel 5 di atas menggambarkan bahwa segmen peserta untuk non PBI lebih
banyak mengakses pelayanan jantung di FKTL ( 80%). Hal ini menunjukkan bahwa
penggunaan layanan jantung di FKTL didominasi oleh segmen non PBI yaitu PPU (36%),
Bukan Pekerja (BP) sebesar 20% dan PBPU (26%). Kondisi ini menjelaskan bahwa segmen
PBI masih mengalami kendala dalam mengakses pelayanan Jantung di ibu kota Provinsi
yaitu Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan satu — satunya Kota/ Kabupaten di
Provinsi Riau yang memiliki fasilitas cath lab untuk menangani penyakit jantung dengan
severity level yang tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa fasilitas Kesehatan dan tenaga
Kesehatan khususnya spesialis jantung belum merata distribusinya di semua kabupaten/
kota di Provinsi Riau.

Total Biaya Cardiovascular System Group di Provinsi Riau Tahun 2016
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Sumber: Data Sampel BPJS Kesehatan 2015 — 2016 diolah dalam DaSK




